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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penolakan yang dilakukan oleh 

ojek pangkalan terhadap kehadiran ojek online Maxim di Kota Sungai Penuh 

dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fenomena ini menjadi relevan untuk 

diteliti mengingat dinamika persaingan usaha di sektor transportasi yang semakin 

kompleks akibat perkembangan teknologi digital. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui 

wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengemudi ojek pangkalan, 

pengemudi ojek online, dan instansi pemerintah setempat. 

Dalam menganalisis fenomena tersebut, digunakan teori maqāṣid al-

syarīah sebagai landasan untuk menilai kemaslahatan dan perlindungan terhadap 

hak-hak masyarakat, serta konsep ijarah untuk meninjau kesesuaian praktik kerja 

antara penyedia jasa dan pengguna dalam konteks syariah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penolakan yang terjadi dilatarbelakangi oleh kekhawatiran 

atas persaingan tidak seimbang, akses teknologi yang belum merata, serta potensi 

penurunan pendapatan. Namun demikian, dari sudut pandang hukum ekonomi 

syariah, setiap bentuk usaha jasa harus berlandaskan pada prinsip keadilan, 

transparansi, dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi pihak manapun. 

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menyalahkan atau membenarkan salah 

satu pihak, melainkan memberikan pemahaman yang objektif mengenai 

pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai keadilan sosial 

dalam kegiatan ekonomi, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip syariah. 

Kata Kunci: Maqasid syariah, Ijarah, Ojek 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia bisnis dibidang transportasi telah berubah karena kemajuan 

teknologi dan inovasi (Anindhita et al., 2016). Kehadiran aplikasi ojek online 

seperti Ojek Maxim telah memberikan masyarakat Indonesia alternatif baru 

untuk transportasi. Namun, fenomena ini menyebabkan berbagai masalah. 

Yang paling umum adalah antara pengendara ojek pangkalan dan pengendara 

ojek berbasis aplikasi. Di Kota Sungai Penuh, penolakan pengemudi ojek 

pangkalan terhadap Ojek Maxim menjadi subjek yang menarik untuk 

dipelajari. 

Ojek pangkalan adalah jenis transportasi yang sudah lama ada dan 

beroperasi sesuai dengan standar lokal(Ani Linta Sari et al., 2024). Pengemudi 

ojek pangkalan biasanya terhubung dengan komunitas dan memiliki hubungan 

sosial yang kuat dengan pelanggan mereka. Di sisi lain, keberadaan ojek 

online menawarkan kemudahan dan kecepatan pemesanan, tetapi seringkali 

dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan ojek pangkalan(Robekha, 

2022). Hal ini menyebabkan konflik di antara kelompok pengemudi. 

Fenomena penolakan ini menunjukkan ketidakpuasan ekonomi dan 

sosial. Pengemudi ojek pangkalan merasa terancam oleh model bisnis baru 

yang dianggap lebih efektif, tetapi ada masalah keadilan juga. Dalam konteks 

hukum, masalah ini menuntut regulasi yang lebih adil dan mempertimbangkan 

kepentingan semua pihak. 
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Untuk menyelesaikan konflik ini, hukum ekonomi syariah 

menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi 

ekonomi (Savitri & Muchlis, 2024). Oleh karena itu, penting untuk 

mempelajari bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk mengatur 

hubungan antara ojek pangkalan dan ojek online. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi 

syariah terhadap penolakan ojek pangkalan atas kehadiran Ojek Maxim di 

Kota Sungai Penuh. Dengan mengkaji aspek hukum dan ekonomi syariah, 

diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan kedua belah pihak. 

Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi regulasi saat ini dan 

bagaimana mereka dapat diubah untuk membuat lingkungan bisnis yang adil. 

Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu pemerintah daerah membuat 

kebijakan yang lebih inklusif. Saat menerapkan hukum ekonomi syariah 

dalam keadaan seperti ini, prinsip lokal dan kearifan budaya sangat penting. 

Ini akan menciptakan keadilan dan keseimbangan di sektor transportasi serta 

memperkuat solidaritas sosial antara pengemudi ojek pangkalan dan ojek 

online (Fathy, 2017). 

Menurut penulis studi ini memberikan kesempatan untuk melihat 

bagaimana masyarakat lokal menanggapi perkembangan teknologi dan model 

bisnis baru. Selain itu, hukum ekonomi syariah dapat membantu 

menyeimbangkan perlindungan mata pencaharian konvensional dengan 

perkembangan inovasi bisnis diera modern. Selain itu, fakta bahwa tidak ada 
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aturan formal memicu pembicaraan tentang seberapa pentingnya regulasi 

berbasis syariah untuk mengatur kegiatan ekonomi baru, yang dapat 

memberikan kebijakan dan saran yang bermanfaat. 

Meskipun tidak ada dasar hukum yang jelas, melakukan penelitian 

tentang alasan penolakan ojek pangkalan dapat mengungkap faktor-faktor 

non-legal seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi sikap 

seseorang. Selain itu, hal ini memberikan kesempatan untuk melihat 

bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan 

konflik antara dua kelompok yang sama-sama tidak memiliki legitimasi 

hukum formal. Terakhir, penelitian ini akan melihat bagaimana hukum adat 

atau "urf" (kebiasaan) mengatur transaksi ekonomi di masyarakat dan 

bagaimana hal ini berhubungan dengan prinsip ekonomi syariah. Oleh karena 

itu, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga dapat 

memberikan manfaat praktis untuk membangun kebijakan syariah dan 

mengelola konflik ekonomi di tingkat lokal. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari objek pembahasan serta 

agar lebih jelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis membatasi 

masalah yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penolakan ojek 

pangkalan atas kehadiran ojek online maxim di Kota Sungai Penuh,peneliti 

hanya akan melakukan penelitian diwilayah sungai penuh saja. 
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2. Rumusan Masalah 

a. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan penolakan ojek pangkalan atas 

kehadiran ojek online maxim di Kota Sungai Penuh? 

b. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penolakan 

pengemudi ojek pangkalan atas kehadiran Ojek Online Maxim di Kota 

Sungai Penuh.? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penolakan 

pengemudi ojek pangkalan atas kehadiran ojek online maxim di Kota 

Sungai Penuh. 

b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap 

penolakan ojek pangkalan atas kehadiran ojek online maxim di Kota 

Sungai Penuh. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu akademisi dan praktisi 

hukum ekonomi syariah dalam memahami konflik antara pengemudi 

ojek pangkalan dan ojek online serta menemukan solusi yang sesuai 

dengan syariah. 
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b. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

bagaimana kehadiran Ojek Online Maxim berdampak pada pendapatan 

pengemudi ojek pangkalan di Kota Sungai Penuh. Dengan demikian, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan 

pihak yang terlibat dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk 

menyelesaikan konflik dan melindungi hak-hak ekonomi dan hukum 

pengemudi ojek. 

c. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi 

antara pengemudi ojek pangkalan dan ojek online Maxim di Kota 

Sungai Penuh, serta memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum ekonomi syariah.  

D. Landasan Teori 

1. Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan atau norma 

yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada 

prinsip-prinsip syariah Islam. Hukum ini bertujuan untuk mencapai 

keadilan dan kesejahteraan (falah) dalam kehidupan ekonomi masyarakat 

(Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024). 

Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan 

ijtihad para ulama. Ia mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti 

produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran (Hijaz, 2010). Tujuan 

utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi 
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sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari eksploitasi, dan 

mendorong kesejahteraan bersama. 

2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah 

a. Tauhid (Keesaan Allah) : Dalam hal ekonomi, prinsip ini berarti 

bahwa manusia hanyalah khalifah di bumi dan bahwa Allah adalah 

pemilik mutlak atas segala sesuatu. 

b. Adl (Keadilan) : Prinsip ini menekankan betapa pentingnya transaksi 

ekonomi berlangsung dengan keseimbangan dan keadilan. Ini 

mencakup keadilan dalam pelaksanaan kontrak, penetapan harga, dan 

distribusi kekayaan. 

c. Nubuwwah(Kenabian) : Mengacu pada sifat-sifat nabi yang harus 

diteladani dalam kegiatan ekonomi, seperti kejujuran (shiddiq), 

amanah, fathanah (kecerdasan), dan tabligh (komunikatif). 

d. Khalifah (Pemerintahan) : menunjukkan bahwa manusia berfungsi 

sebagai perwakilan Allah di dunia ini dan harus mengelola sumber 

daya dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah. 

e. Ma‟ad (Hasil) : Mengacu pada konsep bahwa segala tindakan ekonomi 

harus mempertimbangkan konsekuensi di akhirat, mendorong perilaku 

ekonomi yang etis dan bertanggung jawab. 

3. Persaingan Usaha Dalam Perspektif Islam 

Islam mengajarkan persaingan  yang sahat dalam kegiatan 

ekonomi,yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 
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a. Ta‟awun (Tolong-menolong) : Meskipun bersaing, pelaku usaha 

diharapkan tetap saling membantu dalam kebaikan. Misalnya, tidak 

menjelek-jelekkan pesaing atau melakukan praktik yang dapat 

merugikan pesaing secara tidak adil. 

b. Fastabiqul Khoirat (Berlomba-lomba dalam kebaikan): Persaingan 

dipandang sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan 

layanan, bukan untuk menjatuhkan pesaing. Ini mendorong inovasi dan 

efisiensi yang pada akhirnya menguntungkan konsumen. 

c. Adl‟ (Keadilan): Keadilan dalam persaingan mencakup transparansi 

informasi, tidak melakukan praktik curang, dan menghormati hak-hak 

pesaing dan konsumen. Seperti dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 

188 yang berbunyi: 

اناكُىْ بايُْاكُىْ باِنْبااطِمِ وا و ا اايْىا لَا تاأكُْهىُْْٓ تدُْنىُْا بهِاآْ انِاى اَ

َْتىُْ  اا ثْىِ وا الِ انَُّاسِ باِلَِْ ٍْ اايْىا اوِ نتِاأكُْهىُْا فارِيْقاً يِّ انْحُكَّ

اٌ  ىْ ًُ ١۝ ࣖتاعْها    

 “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 

batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para 

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 

orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” 

 

4. Ijarah 

Dalam hukum ekonomi syariah, ijarah adalah akad atau perjanjian 

sewa menyewa atas suatu manfaat atau jasa dengan pembayaran tertentu. 

Secara terminologi, ijarah berasal dari bahasa Arab "al-ajr" yang berarti 

upah atau imbalan. Dalam konteks muamalah Islam, ijarah didefinisikan 

sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam 

waktu tertentu dengan pembayaran sewa sebagai imbalan. 
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5. Transportasi dalam perspektif Islam 

Islam memandang transportasi sebagai sarana untuk memudahkan 

aktivitas manusia dan mendukung kemaslahatan umat. Dalam Islam, 

transportasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga 

sebagai bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai 

syariah. Al-Qur'an menyebutkan berbagai bentuk transportasi sebagai 

nikmat dari Allah, seperti dalam Surah An-Nahl ayat 8: 

ا لَا  ياخْهقُُ يا  وا
زِيُْاةًًۗ بىُْهاا وا يْرا نتِارْكا ًِ انْحا انْبِغاالا وا يْما وا انْخا وَّ

اٌ  ىْ ًُ ١۝تاعْها  
“(Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi 

dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu 

ketahui.” 

 

Ayat ini dapat diinterpretasikan bahwa pengembangan teknologi 

transportasi, termasuk ojek online, adalah bagian dari upaya manusia 

untuk memanfaatkan dan mengembangkan nikmat Allah. 

6. Maqasid Syariah 

Maqasid Syariah berarti "tujuan-tujuan syariah", dan secara umum 

merujuk pada tujuan, hikmah, dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh 

hukum Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia. Syariah Islam 

bertujuan untuk mewujudkan kebaikan (maslahah) dan mencegah 

kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia lebih dari sekedar 

kumpulan aturan yang kaku (Paryadi, 2021). 
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E. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini penulis akan 

menyertakan beberapa kajian literatur yang berhubungan dengan parkir, 

diantaranya: 

1. (Solihuddin, 2023), ”Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Perbedaan 

Tarif Ojek Online Maxim Di Kota Pekanbaru” Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1).Terjadinya perbedaan tarif/harga pada driver 

ialah apabila konsumen memiliki tanda bintang dan ceklis konsumen 

mendapatkan diskon dan harga lebih murah dikarenakan pelanggan 

tersebut merupakan pelanggan tetap,dan setiap hari memakai ojek online 

maxim,akan tetapi jika driver mendapatkan konsumen yang bintang dan 

ceklis maka driver lebih cepat masuk orderan dikarenakan lebih 

diprioritaskan. (2) tinjauan hukum islam terhadap perbedaan harga 

pembayaran diperbolehkan dalam hukum islam selagi driver dan 

konsumen ridho dan rela satu sama lain tanpa adanya unsur paksaan,dan 

untuk pemberian diskon atau hadiah kepada konsumen diperbolehkan 

menurut hukum islam asal tidak merugikan satu sama lain. 

2. (Pranata, 2017), “Dampak Ekonomi Berkembangnya Transportasi 

Berbasis Online Terhadap Transportasi Umum Konvensional Di Kota 

Semarang Tahun 2016 (Studi Kasus Go-Jek) Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) Sistem pengoperasian gojek dikota semarang 

terdiri dari 2 sistem yaitu sistem perekrutan dan operasional pemesanan. 

Dalam sistem perekrutan driver Go-jek, PT Gojek Indonesia melakukan 
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beberapa tahapan seperti wawancara,pengecekan kendaraan serta 

perjanjian. Tujuannya adalah agar driver Go-jek yang beroperasi di Kota 

Semarang memberikan kenyamanan kepada konsumen. Dalam operasional 

pemesanan Gojek hanya dapat dilakukan masyarakat melalui aplikasi 

Gojek yang tersedia di Playstore dan Appstore pada Smartphone, dengan 

memilih layanan yang tersedia seperti Go Ride,Go Car, Go Send dan lain-

lain. Selanjutnya driver Gojek akan menjemput penumpang dalam waktu 

kurang lebih 5 menit. (2) Gojek tidak memberikan dampak terhadap 

penurunan tarif angukutan umum di Kota Semarang, tetapi Gojek 

berdampak pada menurunnya pendapatan para pengemudi transportasi 

umum konvensional berkisar antara 20-30% per bulan. Sementara 

pendapatan rata-rata pengemudi Gojek yaitu sebesar Rp.2.670.000./bulan 

jauh lebih besar dibandingkan pendapatan pengemudi transportasi umum 

konvensional dan diatas UMK Kota Semarang.(3) Respon masyarakat 

terhadap beroperasinya Gojek di Kota Semarang yaitu masih didomisili 

oleh pengguna kalangan usia produktif yang lebih cepat merespon 

perkembangan teknologi dan fenomena sosial,seperti mahasiswa,pelajar 

SMA dan sarjana. Tingkat kepuasan masyarakat mayoritas menyatakan 

cukup nyaman dalam pelayanan yang diberikan oleh gojek. Sedangkan 

untuk alasan penggunaan Gojek masyarakat di Kota Semarang lebih 

mengikuti trend yang ada dikota-kota besar lainnya. Untuk tujuan 

penggunaan Gojek di Kota Semarang,kantor,tempat kerja dan kampus 

merupakan yang paling sering dituju oleh masyarakat. 
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3. (Zuhdi, 2018), “Eksistensi Ojek Pangkalan di Tengah Adanya Ojek Online 

Perspektif Sosiologi dan Ekonomi Islam” Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa:(1) Ojek pangkalan dalam mempertahankan eksistensinya ditengah 

adanya Gojek atau ojek online mempunyai nilai atau tujuan  yang ingin 

dicapai yaitu nilai ekonomi,dengan menjadi ojek pangkalan pendapatan 

mereka lebih pasti karena tarif yang diberikan tidak dibagi dengan 

perusahaan aplikasi. Nilai solidaritas,dengan mengutamakan  gotong 

royong dan saling membantu antar anggota ojek pangkalan dan nilai tradisi 

yaitu tradisi negosiasi tarif antara penumpang dan ojek sehingga lebih 

memberikan kebebasan pada penumpang untuk menawar sesuai yang 

diinginkan.(2) Dengan adanyan Gojek atau ojek online di Purwokerto 

berdampak sosial dan ekonomi yaitu menurunnya pendapatan ojek 

pangkalan yang disebabkan dengan adanya Gojek atau ojek online yang 

memasang tarif seenaknya tanpa memperhatikan kondisi jalan dan lain-

lain. Dampak sosial yang dirasakan oleh ojek pangkalan adalah rusaknya 

tatanan sosial yang sudah terbangun dari dulu dikalangan ojek 

pangkalan,selain itu sering terjadi konflik sosial dan berujung pada 

kekerasan antara ojek pangkalan dan ojek online. 

4. (Adinda, 2017), “Ojek Konvensional Dalam Persaingan Dengan Ojek 

Online” Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menjelaskan bahwa : (1) 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ojek konvensional dalam 

persaingan dengan ojek online,maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ojek 

konvensional dipangkalan Gepari mengalami penurunan pendapatan 



 

12 
 

karena kalah bersaing dengan ojek online. Penurunan pendapatan 

pangkalan ojek Gepari cukup dratis, turun mencapai 50% mereka 

mengalami kesulitan mendapatkan penumpang karena pangkalan menjadi 

sepi. Perubahan pendapatan ini dapat dilihat dari jumlah penumpang yang 

kurang banyak,sehingga pendapatan mereka turun drastis setelah adanya 

ojek online. Sebelum adanya ojek online mereka bisa mendapatkan 

penumpang hingga lebih dari 10 orang selama 8 jam mereka berada 

dipangkalan, namun setelah adanya ojek online 8 jam dipangkalan 

mendapatkan 5 orang penumpang saja sudah sulit. Hal ini, membuat 

mereka melarang masuknya ojek online diperumahan Bojong Depok Baru 

II , namun dalam hal ini tidak berpengaruh dalam pendapatan ojek Gaperi. 

F. Metode Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  

yaitu data yang berbentuk narasi,deskripsi,cerita,detail atau ungkapan,baik 

berbentuk tulisan maupun informasi lisan,dari orang-orang dan pelaku yang 

dapat diamati. Menurut John W. Creswell, Penelitian kualitatif ini berkisar 

pada lima bentuk : fenomenologi, etnografi, studi kasus,grounded 

theory,dan naratif  (Iskandar, 2021) 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang 

digunakan,yaitu: 

a. Data Primer 
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Merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. 

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung 

kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun 

benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber 

dari data penelitian tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui 

pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, 

berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-

referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus 

permasalahan penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, diartikan sebagai pengamatan langsung  terhadap fenomena 

yang sedang diteliti untuk mendapatkan data tentang alasan Penolakan 

Ojek Pangkalan atas kehadiran ojek online maxim Kota Sungai Penuh. 

b. Wawancara (Interview) adalah kegiatan tanya jawab untuk 

mendapatkan informasi secara langsung. Pihak yang diwawancarai 

bisa berperan sebagai responden dan bisa juga sebagai informan. 

Bedanya yaitu responden adalah orang yang terlibat langsung dalam 

aktifitas atau peristiwa yang diteliti,sedangkan informan adalah orang 

yang tidak terlibat langsung akan tetapi bisa memberikan informasi 

seputar topik yang akan diteliti 
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c. Dokumentasi merupakan kegiatan pencarian, ,pengumpulan, dan 

pelestarian dokumen. Perlu dibedakan juga antara dokumentasi dalam 

metode penelitian dengan dokumentasi dalam kegiatan kehumasan 

,karena dokumentasi dalam kehumasan berarti pembuatan bukti atas 

sebuah kegiatan untuk keperluan sosialisasi atau pertanggungjawaban. 

Untuk menghindari kesalahpahaman ini, sejumlah literatur 

menggunakan istilah “studi dokumen” atau  “analisis dokumen”. 

Dalam menggunakan teknik ini,peneliti harus menjelaskan dokumen 

apa saja yang hendak ditelaah,siapa atau lembaga apa yang 

menerbitkan dokumennya,serta informasi apa saja yang akan dicari 

dari dokumen tersebut. Bisa juga ditambah informasi tentang tahun 

penerbitan/pembuatan dokumen. Dokumen yang diteliti dilampirkan di 

bagian akhir skripsi. 

d. sumber informan adalah adapun sumber infoman untuk memperoleh 

data dalam penelitian ini adalah beberapa anggota dan pengurus ojek 

pangkalan yang berada pada lingkup kawasan kota sungai penuh, salah 

satu dari nama organisasi ojek tersebut yaitu SPN,POOK,PSPT,IPBD. 

4. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data kualitatif setidaknya menempuh sejumlah 

tahapan berikut: 

a. Mempersiapkan data mentah berupa transkip, catatan lapangan,gambar 

arsip,dan sebagainya. 

b. Membaca seluruh data untuk mendapatkan gambaran umum. 
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c. Memberikan kode data berdasarkan kategori, tema, atau deskripsi yang 

ditentukan oleh peneliti 

d. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi, disertai 

proses,faktor,alasan,dampak,dan akibat yang muncul 

e. Menginterpretasikan makna tema atau deskripsi (Iskandar, 2021) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Hukum Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa indonesia berasal dari 

bahasa Arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketetapan 

(Provision). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan 

sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut 

diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, 

atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, 

sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian 

hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara 

hukum, ekonomi dan syariah. (Habibullah, 2017) 

Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu 

keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara 

khusus mengatu kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia 

mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan 

asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun 

yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian 

nasional suatu negara.(Haikal & Efendi, 2024) 

Hukum ekonomi syariah secara umum adalah seperangkat aturan 

dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Islam. 
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Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan 

keberlanjutan dalam transaksi ekonomi.(Maulida et al., 2024) 

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 

a. Keadilan (Al-„Adalah) 

Prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam hukum 

ekonomi syariah, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara 

aspek material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Penerapan 

keadilan ini berfungsi mencegah ketimpangan sosial dan eksploitasi, 

serta memastikan distribusi kekayaan yang merata di masyarakat 

(Savitri & Muchlis, 2024). 

Sedangkan Prinsip keadilan dalam etika bisnis menegaskan 

bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan usaha dan 

mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbisnis. Dalam konteks 

ini, keadilan berarti tidak adanya diskriminasi atau monopoli yang 

dapat menghambat orang lain untuk berusaha. Adapun dalil tentang 

keadilan dalam etika bisnis yaitu sebagai berikut: 

تدُْنىُْا بهِاآْ انِاى  اناكُىْ بايُْاكُىْ باِنْبااطِمِ وا ا اايْىا لَا تاأكُْهىُْْٓ وا

 ٍْ اوِ نتِاأكُْهىُْا فارِيْقاً يِّ َْتىُْ انْحُكَّ اا ثْىِ وا الِ انَُّاسِ باِلَِْ اايْىا

اٌ  ىْ ًُ   ࣖتاعْها
”Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 

batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para 

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 

orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” Q.S 

Al-Baqarah 188 
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b. Transparansi(Al-Shafafiyyah) 

Transparansi, dalam konteks hukum ekonomi syariah, merujuk 

pada prinsip keterbukaan dan kejelasan yang harus diadopsi dalam 

setiap transaksi ekonomi. Ini mencakup berbagai aspek yang 

memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang 

sama terhadap informasi yang relevan, sehingga mereka dapat 

membuat keputusan yang tepat dan adil. 

Transparansi dalam persaingan bisnis berarti bahwa semua 

informasi yang relevan mengenai produk, layanan, dan praktik bisnis 

harus tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini 

mencakup informasi tentang harga dan kualitas produk,syarat dan 

ketentuan yang berlaku dalam suatu transaksi,kebijakan bisnis yang 

dapat memengaruhi keputusan konsumen (Zainarti et al., 2024). 

Adapun dalil-dalil tentang transparansi salah satunya adalah 

Al-Quran Surah Al-Muthaffifin 1-3 sebagai berikut: 

اٍَۙ  طافِّفيِْ ًُ يْمٌ نِّهْ اٍ اِ ١۝وا هاى انَّرِيْ ا اكْتاانىُْا عا ذا

اٌَۖ  َىُْهُىْ ١۝انَُّاسِ ياسْتاىْفىُْ زا انىُْهُىْ ااوْ وَّ ا كا اذِا وا

اًٌۗ  ۝ يخُْسِرُوْ  
“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila 

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

kurangi.”Q.S Al-Muthafifin 1-3 

 

c. Larangan Riba dan Eksploitasi 

Riba, dalam konteks ekonomi dan hukum syariah, merujuk 

pada praktik mengambil keuntungan tambahan dari pinjaman atau 
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transaksi keuangan yang tidak adil. Istilah ini berasal dari bahasa Arab 

yang berarti "tambahan" atau "kenaikan." Riba dianggap sebagai suatu 

bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa adanya usaha yang sah atau 

risiko yang proporsional (Afifah, 2023). Sedangkan Eksploitasi dalam 

konteks hukum ekonomi syariah merujuk pada praktik mengambil 

keuntungan yang tidak adil atau merugikan pihak lain dalam transaksi 

bisnis atau hubungan ekonomi. 

Adapun dalil tentang Riba dan Eksplotasi adalah sebagai 

berikut: 

ا  ٰٕٓ تٰ ٍَ انشِّ َٙ يِ ا يَا تمَِ ْٔ رَسُ َٔ  َ
ٍَ اٰيَُُٕا اذَّمُٕا اّللّٰ ْٚ اَ انَّزِ ٰٓاَُّٚٓ ٰٚ

 ٍَ ْٛ ؤْيُِِ ُْرىُْ يُّ ٌْ كُ ۝۝اِ  

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

mukmin.” 

 
B. Ijarah 

1. Pengertian ijarah 

Secara bahasa kata ijarah (الِإجَاسَج) berasal dari bahasa arab yang berarti 

"upah" atau "imbalan". Dalam konteks umum, ia merujuk pada pemberian 

sesuatu sebagai kompensasi atas suatu pekerjaan atau manfaat. Sedangkan 

secara istilah menurut fiqh Islam Ijarah adalah akad (kontrak) untuk 

memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan 

imbalan tertentu dalam waktu tertentu. Ijarah tidak memindahkan 

kepemilikan barang, melainkan hanya memindahkan hak guna (manfaat) 

dari barang tersebut. 
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Ijarah adalah salah satu akad dalam ekonomi Islam yang bermakna 

sewa-menyewa atau penyediaan manfaat atas suatu barang maupun jasa 

untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati. Akad ini 

tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam 

transaksi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembiayaan 

syariah (Ahmad Khoirin Andi, 2019). 

Dalam praktiknya, akad Ijarah banyak digunakan sebagai alternatif 

dari sistem pembiayaan konvensional, terutama dalam bentuk leasing 

syariah yang dikenal sebagai Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), yaitu 

sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa (Dzubyan, 2019). 

Selain itu, akad Ijarah juga diterapkan dalam sektor jasa tenaga kerja, di 

mana manfaat dari keahlian atau layanan seseorang disewa untuk periode 

tertentu. Dengan karakteristiknya yang fleksibel namun tetap sesuai 

prinsip syariah, Ijarah berperan besar dalam mendorong pertumbuhan 

sektor ekonomi riil serta mendukung inklusi keuangan berbasis nilai-nilai 

Islam (Hilal, 2013). 

2. Dasar Hukum Ijarah 

a. Q.s Al-Qashas Ayat 26-27 

ٍِ اعْرأَجَْشْخَ  ْٛشَ يَ ٌَّ خَ ٰٓاتَدَِ اعْرأَجِْشُِْۖ اِ ٰٚ ا  ًَ لاَندَْ احِْذٰىُٓ

ٍْٛ ُّ٘ الَْيَِ ِٕ ُُ انْمَ  

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai 

ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang 

engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 
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b. Hadis 

ٌْ ٚجَِفَّ عَشَلُُّ   أعَْطِ الْْجَِٛشَ أجُْشَذَُّ لثَْمَ أَ
“Berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering” HR. Ibnu 

Majah, No. 2443 

Dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Silsilah al-Ahadits ash-

Shahihah No. 898 

 

3. Rukun dan Syarat Ijarah  

a. Muj‟ir (Pemilik barang/Jasa) 

Syarat Muj‟ir: Berakal, baligh, cakap hokum, memiliki status 

sebagai pemilik barang/jasa. 

b. Maj‟ur (Manfaat yang disewakan) 

Syarat Maj‟ur: Halal, jelas, dapat diserah terimakan, tidak merusak 

zat barang. 

c. Ujrah (Upah) 

Syarat Ujrah: Berupa harta yang bernilai, halal, jelas jumlahnya 

dibayar sesuai kesepakatan. 

d. Sighat (Ijab dan Qobul) 

Syarat Sighat: Diucapkn dengan jelas, tidak mengandung syarat 

yang batil, tidak bertentangan dengan hukum islam, dilakukan oleh 

dua pihak yang memiliki kapasitas akad (tidak gila, dipaksa, dll). 

4. Jenis-Jenis Ijarah 

a. Ijarah Al-Ain 



 

22 
 

Adalah akad ijarah di mana objek sewa adalah manfaat dari suatu 

barang berwujud (ain). Penyewa hanya mengambil manfaatnya, 

bukan memiliki barang tersebut. 

Contoh: Menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa mobil 

untuk transportasi, dll. 

b. Ijarah Al-Azifah 

Adalah ijarah yang objeknya adalah jasa atau pekerjaan dari 

seseorang. Dalam hal ini, yang disewa adalah tenaga atau keahlian, 

bukan barang. 

Contoh: Menyewa guru privat, menyewa mengontrak pekerjaan 

bangunan, menyewa jasa tukang servis Ac, dll. 

c. Ijarah Muntahiya Bit tamlik 

Merupakan ijarah yang diakhiri dengan kepemilikan. Dalam 

bentuk ini, penyewa menyewa barang dalam jangka waktu tertentu, 

dan setelah itu memperoleh kepemilikan barang melalui hibah atau 

akad jual beli terpisah. 

Contoh: Leasing mobil atau rumah secara syariah, sewa property 

selama lima tahun lalu berpindah kepemilikannya kepada penyewa, 

dll. 

C. Maqasid Syariah  

Maqasid syariah secara bahasa (Lughawi). Maqasid (يماصذ) adalah 

bentuk jamak dari kata maqsad (يماصذ) yang memiliki arti 

maksud,tujuan,sasaran atau niat sedangkan syariah (ششٚعح) secara bahasa 
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berarti jalan yang lurus menuju sumber air. Dalam konteks agama, syariah 

berarti jalan atau sistem hukum yang ditetapkan Allah SWT. Bagi hambanya 

(Paryadi, 2021). 

Dari perspektif bahasa, Maqasid Syariah menunjukkan bahwa setiap 

ketentuan syariat Islam bukanlah sekumpulan perintah dan larangan yang 

tidak jelas. Layaknya air yang menjadi sumber kehidupan, istilah "jalan yang 

lurus menuju sumber air" (makna bahasa dari syariah) mengisyaratkan bahwa 

hukum-hukum Allah SWT diturunkan sebagai pedoman hidup yang akan 

membawa manusia ke arah kebaikan dan keberkahan. Sementara itu, kata 

"maksud dan tujuan" (makna bahasa dari maqasid) menunjukkan bahwa 

syariat Islam adalah sistem hukum yang berorientasi pada tujuan-tujuan mulia 

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai Sang Pembuat Hukum, bukan 

sekadar formalitas ritualistik atau kepatuhan buta terhadap aturan (Soviana & 

Abidin, 2020). 

Sedangkan secara istilah maqasid syariah Mewujudkan kemaslahatan 

(maslahah) yang seluas-luasnya bagi umat manusia adalah tujuan dan hikmah 

dari penetapan hukum Islam, yang dikenal sebagai Maqasid Syariah. 

Kebaikan ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk kebaikan di dunia 

luar dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap aturan yang ditemukan dalam 

syariat Islam dimaksudkan untuk membawa kebaikan dan mencegah 

kerusakan, baik secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan, di 

dunia ini maupun di akhirat (Zatadini & Syamsuri, 2018). 
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Para ulama ushul fiqh telah merumuskan lima prinsip dasar 

(dharuriyyat) yang menjadi tujuan utama ditetapkannya syariat Islam, yaitu: 

1. Hifz ad-Din (memelihara agama). 

Tujuan syariat Islam adalah untuk menjaga agama sebagai 

pedoman hidup manusia. Tujuan ini mencakup segala hal yang berkaitan 

dengan syiar Islam, ibadah, dan akidah. Ayat yang terkait tentang Hifz ad-

Din adalah sebagai berikut: 

 ٍَ ٍِِۗ لذَْ ذَّثََّٛ ْٚ ٍْ َّٚكْفشُْ لََٰٓ اكِْشَاَِ فِٗ انذِّ ًَ ِِّّٙۚ فَ ٍَ انْغَ شْذُ يِ انشُّ

ِ فمَذَِ  ٍْْۢ تاِلّلّٰ ٚؤُْيِ َٔ خِ  ْٕ ثْمٰٗ لََ  تاِنطَّاغُ ُٕ جِ انْ َٔ غَكَ تاِنْعُشْ ًْ اعْرَ

ْٛىٌ  ْٛعٌ عَهِ ًِ ُ عَ
اّللّٰ َٔ َْفصَِاوَ نَٓاَِۗ    ا

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah 

jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada 

tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali 

yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui.” Q.S Al-Baqarah (2):256 

 

ا فِٗ  ْٔ ذُ ِْ جَا يَا جَعَمَ َٔ َٔ َٕ اجْرثَٰىكُىْ  ُْ ِۗ  ِ ِ حَكَّ جِٓاَدِ
اّللّٰ

ْٛكُىْ  ٍْ حَشَجٍِۗ يِهَّحَ اتَِ ٍِ يِ ْٚ ْٛكُىْ فِٗ انذِّ ىكُىُ  عَهَ ًّٰ َٕ عَ ْٛىَِۗ ُْ ِْ اتِْشٰ

ْٛذًا  ِٓ لُ شَ ْٕ عُ ٌَ انشَّ ْٕ زَا نِٛكَُ ْٰ  ْٙ فِ َٔ ٍْ لثَْمُ  ٍَ ەۙ يِ ْٛ ًِ غْهِ ًُ انْ

ا شُٓذََاۤءَ  ْٕ َُ ْٕ ذكَُ َٔ ْٛكُىْ  اٰذُٕا عَهَ َٔ هٰٕجَ  ٕا انصَّ ًُ ْٛ عَهَٗ انَُّاطِۖ فاَلَِ

َعِْىَ  َٔ نٰٗ  ْٕ ًَ نٰىكُىِّْۚ فَُعِْىَ انْ ْٕ َٕ يَ ُْ ِِۗ
ا تاِلّلّٰ ْٕ ًُ اعْرصَِ َٔ كٰٕجَ  انضَّ

ْٛشُ  ࣖانَُّصِ  

“Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia 

telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam 

agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) 

telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu 

pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) 

menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas 

segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan 

berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia 

adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” Q.S Al-Hajj 

(22):78 
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2. Hifz An-Nafs (Pemelihaaraan Jiwa) 

Tujuan syariat islam mengeluarkan prinsip ini ialah Syariat Islam 

sangat menjunjung tinggi nilai kehidupan dan melarang tindakan yang 

dapat menghilangkan atau membahayakan jiwa tanpa alasan yang masuk 

akal. Adapun ayat yang terkait dengan Hifz An-Nafs adalah sebagai 

berikut: 

ٍْ لرَمََ َفَْغًا ْۢ  ّٗ يَ ْٚمَ اَََّ ْٰٓٙ اعِْشَاۤءِ ٍْ اجَْمِ رٰنكََِۛ كَرثَُْاَ عَهٰٗ تَُِ يِ

ْٛعًاِۗ  ًِ ا لرَمََ انَُّاطَ جَ ًَ ْٔ فغََادٍ فِٗ الَْسَْضِ فكََاَََّ ْٛشِ َفَْظٍ اَ تغَِ

آٰ احَْٛاَ انَُّا ًَ ٍْ احَْٛاَْاَ فكََاَََّ يَ نمَذَْ جَاۤءَذْٓىُْ سُعُهُُاَ َٔ َٔ ْٛعًاِۗ  ًِ طَ جَ

ٌ ْٕ غْشِفُ ًُ ُْٓىُْ تعَْذَ رٰنكَِ فِٗ الَْسَْضِ نَ ْٛشًا يِّ ٌَّ كَثِ دِ ثىَُّ اِ ُٰ  تاِنْثَِّٛ
“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa 

siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) 

telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, 

maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa 

yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah 

memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-

benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-

keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka 

setelah itu melampaui batas di bumi.” QS.Al-Maidah (5):32 

 

ا  ْٰٕٓ ُ لََ ذمَْرهُ َٔ ٌَّ اَِّٚاكُىِْۗ اِ َٔ ٍُ َشَْصُلُٓىُْ  لََدَكُىْ خَشْٛحََ ايِْلََقٍِۗ ََحْ ْٔ اَ

ْٛش ٌَ خِطْ ـاً كَثِ  لرَْهَٓىُْ كَا
“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah 

yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya 

membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.” Q.S Al-Isra (17):31 

 

3. Hifz Al-Aql (Memelihara Akal) 

Akal merupakan anugerah Tuhan yang membedakan manusia dari 

makhluk lain, dilindungi dari segala sesuatu yang dapat melemahkannya 

menurut hukum Islam. Ayat yang menjelaskan tentang Hifz Al-Aql adalah 

sebagai berikut: 
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الَْصَْلََوُ  َٔ َْصَابُ  الََْ َٔ ْٛغِشُ  ًَ انْ َٔ شُ  ًْ ا انْخَ ًَ ا اََِّ ْٰٕٓ ٍَ اٰيَُُ ْٚ اَ انَّزِ ٰٓاَُّٚٓ ٰٚ

 ٌَ ْٕ ُِ نعََهَّكُىْ ذفُْهحُِ ْٕ ٍِ فاَجْرَُثُِ ْٛطٰ مِ انشَّ ًَ ٍْ عَ  سِجْظٌ يِّ
“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, 

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” Q.S Al-

Maidah (5):90 

 

ْٛشًا ُّٚؤْذِٗ  َٙ خَ ذِ ْٔ حَ فمَذَْ اُ ًَ ٍْ ُّٚؤْخَ انْحِكْ يَ َٔ ٍْ َّٚشَاۤءُِّۚ  حَ يَ ًَ انْحِكْ

ٰٓ أُنُٕا الَْنَْثاَبِ  شُ الََِّ يَا ٚزََّكَّ َٔ ْٛشًاِۗ   كَثِ

“Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. 

Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan 

yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), 

kecuali ululalbab. Q.S Al-Baqarah (2):269  

 

4. Hifz An-Nasl (Memelihara Keterunan) 

Islam memerintahkan pernikahan yang sah untuk menjaga 

kelangsungan dan kemuliaan keturunan, melarang zina dan semua 

perbuatan yang merusak nasab. Menurut Maqasid Syariah, pernikahan 

dianggap sebagai institusi yang suci dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan biologis seseorang dan untuk membangun keluarga yang 

harmonis dan bertanggung jawab. Berikut Ayat yang menjelaskan tentang 

Hifz An-Nasl adalah sebagai berikut: 
احِذَجٍ  َّٔ ٍْ ََّفْظٍ  ْ٘ خَهمَكَُىْ يِّ ا سَتَّكُىُ انَّزِ ْٕ اَ انَُّاطُ اذَّمُ ٰٓاَُّٚٓ ٰٚ

اذَّمُٕا  َٔ َغَِاۤءًِّۚ  َّٔ ْٛشًا  ا سِجَالًَ كَثِ ًَ ُُْٓ تثََّ يِ َٔ جَٓاَ  ْٔ ُْٓاَ صَ خَهكََ يِ َّٔ
َ انَّ  ْٛةً اّللّٰ ْٛكُىْ سَلِ ٌَ عَهَ َ كَا

ٌَّ اّللّٰ الَْسَْحَاوَِۗ اِ َٔ   ّ ٌَ تِ ْٕ ْ٘ ذغََاۤءَنُ ازِ  

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya 

pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan 

nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan 

kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” 

Q.S An-Nisa (4):1 

 

 ٰٗٓ َٰ لََ ذمَْشَتُٕا انضِّ ْٛلًَ َٔ عَاۤءَ عَثِ َٔ  
ٌَ فاَحِشَحًِۗ ّٗ كَا اََِّ  

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah 

perbuatan keji dan jalan terburuk.” Q.S Al-Isra (17):32 

 

5. Hifz Al-Mal (Memelihara Harta) 
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Syariat Islam mengakui hak kepemilikan harta dan mengatur cara-

cara memperoleh, mengelola, dan membelanjakannya secara benar dan 

adil, serta melarang segala bentuk perbuatan yang merusak atau 

mengambil harta orang lain secara batil. Ayat yang mengatur tentang Hifz 

Al-Mal adalah sebagai berikut: 

ا ْٰٕٓ لََ ذأَكُْهُ ا  َٔ ْٕ اوِ نرِأَكُْهُ ا تِٓآَٰ انَِٗ انْحُكَّ ْٕ ذذُْنُ َٔ ُْٛكَُىْ تاِنْثاَطِمِ  انكَُىْ تَ َٕ ايَْ

 ٌَ ْٕ ًُ َْرىُْ ذعَْهَ اَ َٔ ثْىِ  الِ انَُّاطِ تاِلَِْ َٕ ٍْ ايَْ ْٚماً يِّ ࣖفشَِ  

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil 

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim 

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu 

dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” Q.S Al-Baqarah (2):188 

 

ُْٛكَُىْ  انكَُىْ تَ َٕ ا ايَْ ْٰٕٓ ا لََ ذأَكُْهُ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ اَ انَّزِ ٰٓاَُّٚٓ ٰٚ  ٌَ ْٕ ٌْ ذكَُ ٰٓ اَ تاِنْثاَطِمِ الََِّ

لَ  َٔ ُْكُىِْۗ  ٍْ ذشََاضٍ يِّ ٌَ تكُِىْ ا ذجَِاسَجً عَ َ كَا
ٌَّ اّللّٰ َْفغَُكُىِْۗ اِ ا اَ ْٰٕٓ ُ ذمَْرهُ

ْٛىً  اسَحِ  

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” Q.S An-Nisa (4):29 

 

Prinsip Hifẓ al-māl digunakan dalam konteks perselisihan antara 

ojek pangkalan dan ojek online Maxim. Ini dimaksudkan untuk 

melindungi properti dan keuntungan bisnis lokal. Namun, prinsip keadilan 

(al-„adalah) digunakan sebagai dasar untuk menentukan distribusi 

keuntungan dan persaingan yang adil dalam aktivitas ekonomi.  

Dalam Penelitian ini Maqasid Syariah juga memiliki peran yang 

sangat penting yaitu sebagai Grand theory yang akan menilai kesesuian 

tindakan ojek pangkalan dan model ojek terhadap prinsip syariah terutama 

keadilan dan perlindungan harta. 
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D. Ojek Pangkalan dan Ojek Online 

1. Konsep Ojek Pangkalan 

Ojek pangkalan adalah layanan transportasi menggunakan sepeda 

motor yang beroperasi dari lokasi tetap atau "pangkalan." Pengemudi 

menunggu penumpang di tempat yang telah ditentukan, seperti pasar, 

terminal, atau kawasan ramai lainnya. Ojek pangkalan biasanya 

menawarkan tarif yang ditentukan berdasarkan jarak atau tujuan, dan 

pengemudi menggunakan sepeda motor pribadi tanpa terikat pada sistem 

aplikasi transportasi online. Layanan ini sering menjadi alternatif 

transportasi yang cepat dan praktis, terutama di daerah perkotaan. 

a. Sejarah berdirinya ojek pangkalan di Kota Sungai Penuh 

Awal munculnya ojek pangkalan di Indonesia, termasuk di 

Kota Sungai Penuh, berakar dari kebutuhan masyarakat akan 

transportasi yang cepat, fleksibel, dan menjangkau area yang sulit 

diakses kendaraan umum. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan 

aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah perkotaan maupun pinggiran, 

masyarakat mulai memanfaatkan sepeda motor pribadi untuk 

mengantar penumpang secara informal. 

Praktik ini kemudian berkembang menjadi profesi tetap bagi 

sebagian warga, terutama di daerah yang belum memiliki sistem 

transportasi massal yang memadai. Di Kota Sungai Penuh, ojek 

pangkalan mulai dikenal sebagai alternatif transportasi harian bagi 

masyarakat, terutama karena kemampuannya menjangkau gang sempit, 
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pasar tradisional, dan wilayah perbukitan. Seiring waktu, para 

pengemudi ojek ini membentuk kelompok atau pangkalan di lokasi 

strategis seperti pasar, terminal, dan perempatan jalan, yang kemudian 

menjadi bagian dari tatanan sosial dan ekonomi lokal. 

 

 

b. Kelebihan ojek pangkalan 

1) Akses cepat dan langsung 

Penumpang bisa langsung menghampiri pengemudi ojek 

yang berada dipangkalan dan menggunakan jasa ojek tanpa perlu 

aplikasi atau menunggu sistem mencarikan driver. 

2) Hubungan social lebih dekat 

Biasanya pengemudi ojek pangkalan sudah dikenal oleh 

masyarakat sekitar,sehingga tercipta rasa kepercayaan dan 

kedekatan social 

3) Fleksibilitas harga 

Tarif bisa dinegosiasikan langsung antara pengemudi ojek 

dan penumpang, terutama untuk rute-rute tertentu ataupun 

penumpang yang sudah berlanggaan. 

4) Lokalitas yang kuat 

Pengemudi ojek pangkalan biasanya sangat mengenal 

kondisi jalan,shortcut dan karakter wilayah sekitar, termasuk 

kondisi cuaca ataupun acara lokal. 
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c. Kekurangan ojek pangkalan 

1) Tarif tidak pasti 

Karena tidak ada tarif baku,harga bisa bereda-beda 

tergantung negosiasi dan kondisi, dan kadang bisa dianggap mahal 

oleh penumpang. 

 

2) Tidak ada fitur pemesanan jarak jauh 

Penumpang harus datang langsung ke pangkalan, yang 

kurang praktis jika sedang hujan, malam hari atau sedang terburu-

buru. 

3) Kurangnya standar layanan  

Tidak semua pengemudi memiliki standar layanan atau 

kenyamanan yang sama, karena tidak ada sistem penilaian sama 

seperti ojek online. 

4) Tidak ada fitur pelacakan atau keamanan tambahan 

Jika terjadi masalah tidak ada sistem pelacakan atau bukti 

transaksi yang bisa dijadikan acuan seperti diaplikasi ojek online. 

d. Jenis layanan ojek pangkalan 

Ojek pangkalan juga tidak hanya berfokus pada jasa angkutan 

umum untuk perorangan saja, akan tetapi ojek pangkalan juga 

memiliki berbagai macam bentuk layanan seperti: 

1) Antar jemput penumpang 

2) Antar jemput barang dagangan 
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3) Antar jemput alat bangunan 

4) Antar jemput hasil panen kebun/sawah 

5) dan lain-lain 

e. Syarat pendaftaran ojek pangkalan 

Persyaratan untuk menjadi ojek pangkalan tidak terlalu 

rumit,tidak sama seperti pendaftaran pada ojek online. Adapun 

persyaratan untuk menjadi anggota ojek pangkalan yaitu sebagai 

berikut: 

1) Harus berusia diatas 18 tahun 

2) Mempunyai kartu identitas diri/KTP 

3) Membeli kartu anggota dengan harga Rp.700.000,- hingga  

Rp.1.000.000,- Kartu tersebut dapat berlaku seumur hidup,selama 

masih menjadi anggota dipangkalan tersebut. 

4) Memiliki Sim 

5) Melaporkan kepada pengurus ojek pangkalan 

6) Tidak pernah dipidana 

7) Menaati aturan yang berlaku 

2. Konsep Ojek Online (Maxim) 

a. Sejarah berdirinya Maxim 

Maxim adalah aplikator layanan transportasi daring yang 

berada di bawah naungan PT Teknologi Perdana Indonesia. Maxim 

menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

konsumen. Maxim memulai perjalanan sederhana di Indonesia pada 
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tahun 2018, kini Maxim telah tersedia di lebih dari 200 kota di seluruh 

Indonesia dan akan menjangkau lebih banyak kota untuk melayani 

pengguna di seluruh dunia. 

 

 

 

b. Kelebihan Maxim 

1. Tarif yang kompetitif 

2. Layanan yang beragam termasuk ojek,taksi,pengiriman barang,dan 

makanan. 

3. Sistem pembayaran yang fleksibel, termasuk tunai dan non tunai. 

4. Jangkauan layanan yang luas di berbagai kota di indonesia. 

5. Aplikasi yang mudah digunakan. 

6. Peluang penghasilan yang menarik bagi mitra driver. 

c. Kekurangan ojek online maxim 

1. Ketergantungan pada aplikasi dan  internet 

Jika sinyal internet jelek,kehabisan baterai handphone,atau 

pelanggan tidak cakap menggunakan teknologi maka pelanggan 

akan kesulitan dalam menggunakan layanan. 

2. Kurang Interaksi sosial 

Hubungan antara pengemudi dan penumpang cenderung 

formal dan terbatas,tidak seakrab ojek pangkalan. 

3. Persaingan tarif yang ketat 
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Tarif murah dari aplikasi seringkali membuat pengemudi 

mendapatkan penghasilan yang sangat kecil, yang bisa 

mempengaruhi semangat kerja atau kualitas layanan. 

4. Tidak selalu tahu medan lokal 

Pengemudi ojek online bisa berasal dari luar daerah dan mungkin 

tidak terlalu paham jalan-jalan kecil atau kondisi lokal seperti ojek 

pangkalan. 

d. Jenis layanan maxim  

1. Bike sangat hemat 

2. Bike express 

3. Car 

4. Car express 

5. Car L 

6. Car premium (Airport) 

7. Rent a car 

e. Syarat daftar maxim 

1. Memiliki motor atau mobil dengan kondisi yang baik. 

2. Foto kendaraan yang didaftarkan dari tampak depan dan belakang. 

3. Foto diri. 

4. Kartu tanda penduduk (KTP). 

5. Sim A atau Sim C (Sesuai kualifikasi yang didaftarkan). 

6. Surat tanda nomor kendaraan (STNK). 

7. Memiliki Smartphone. 
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8. Alamat email dan nomor handphone. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Kota Sungai Penuh 

Kota Sungai Penuh adalah sebuah kota di Provinsi Jambi, Indonesia. 

Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2008, yang 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan 

oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009. Penduduk kota 

Sungai Penuh pertengahan tahun 2024 berjumlah 101.716 jiwa, dengan 

kepadatan 260 jiwa/km
2
 dan berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera 

Barat tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Perkembangan Sungai Penuh Sebagai ibukota kabupaten terasa sangat 

pesat melebihi daya dukung kabupaten Kerinci. Oleh karen itu sejak tahun 

1970 masyarakat Sungai Penuh menyuarakan aspirasi berdirinya sebuah 

daerah otonom terpisah dari kabupaten Keinci. Suara masyarakat mendapat 

respon mulai awal tahun 2000. Sejak saat itu dilakukan persiapan berdirinya 

kota Sungai Penuh. Pada tahun 2008 kota otonom Sungai Penuh resmi 

berpisah dari kabupaten Kerinci 

Awal berdirinya kota Sungai Penuh hanya memiliki lima kecamatan 

yaitu Sungai Penuh,Kumun Debai,Hamparan Rawang,Pesisir Bukit dan Tanah 

Kampung. Sejak tahun 2012 jumlah kecamatan berjumlah delapan dengan 

adanya pemekaran kecamatan Pondok Tinggi dan Sungai Bungkal dari 

kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Koto Baru dari Kecamatan Pesisir 

Bukit. 
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Asal mula Penamaan kota Sungai Penuh sendiri tidak terpisah dari 

sumur Pulai, sebuah mata air didesa Gedang kecamatan Sungai Penuh. 

Letaknya di jalan Yos Sudarso (jalan baru) disebuah lorong di samping masjid 

Al akbar desa Gedang.  

Konon sumur Pulai dulu dinamai Sungai Penuh. Mata air Sungai 

Penuh tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Aliran airnya selalu 

melimpah dan membuat aliran sungai yang dialirkan dari mata air ini selalu 

penuh. Sungai Penuh menjadi andalan masyarakat sekitar untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih. Dari sinilah muncul penamaan kota Sungai Penuh. 

Sampai sekarang air sumur pulai masih dipakai masyarakat untuk sekadar 

berwudhu, sumber air minum ataupun untuk dialirkan lewat sungai-sungai 

kecil menuju persawahan di Sungai Penuh. 

B. Letak Geografis Kota Sungai Penuh 

Kota Sungai Penuh memiliki luas keseluruhan 39.150 ha, 59,2 % atau 

23.177,6 ha merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan 

sekitar 40,8% atau 15.972,4 ha baru merupakan daerah efektif perkotaan. 

Curah hujan harian rata-rata kota ini dalam satu tahun sekitar 49,4–

169,2 mm/tahun, sementara suhu harian rata-rata dalam satu tahun antara 

17,2 °C – 29,3 °C dengan kelembaban udara berada pada 39 % rata-rata dalam 

per tahun dan kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sekitar 13 m/detik. 

Wilayah kota ini memiliki topografi berbukit-bukit, berada pada 

kawasan Bukit Barisan dan hutan tropis dengan ketingian 650 – 1200 m di 

atas permukaan laut, dengan luas kemiringan lahan antara 0 – 20% sekitar 
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6.300 ha, luas daratan bergelombang dengan kemiringan antara 5 – 150% 

sekitar 1.295 ha, luas daratan curam bergelombang dengan kemiringan antara 

16 – 400% sekitar 4.345 ha, dan luas daratan sangat curam yang 

bergelombang dengan kemiringan antara lebih 400% sekitar 1.295 ha. 

Secara geografis, kota Sungai Penuh berbatasan dengan wilayah-

wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Depati Tujuh 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Air Hangat Timur,Danau Kerinci 

Barat,Sitinjau Laut dan Tanah Cogok. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Ampek Balai Tapan, 

Sumatera Barat 

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Keliling danau  

C. Keadaan Masyarakat Kota Sungai Penuh 

1. Ekonomi 

Keadaan ekonomi suatu daerah merujuk pada kondisi finansial, 

produksi, konsumsi, dan distribusi sumber daya di wilayah tertentu dalam 

suatu periode waktu. Ini mencerminkan bagaimana suatu daerah 

menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya. 

Bekerja sebagai orang yang menyediakan jasa sebagai tukang ojek 

merupakan salah satu bentuk aktivitas yang banyak dilakukan oleh 

masyarakat kota sungai penuh mengingat kota Sungai Penuh selain 
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merupakan pusat tempat perbelanjaan juga merupakan kota yang penuh 

dengan fasilitas-fasilitas yang wajib dikunjungi. 

Selain dari pekerjaan diatas masyarakat juga beraktivitas sebagai 

petani dengan didukung oleh lahan persawahan dan ladang dengan 

tanaman Padi, Cabe, Ubi Kayu, semuanya tergolong tanaman muda, 

Dalam memanfaatkan dan menggunakan lahan dimasyarakat sendiri. 

Kegiatan pertanian sangat bermanfaat bagi kehidupan 

perekonomian masyarkat, sebagai alat pemuas kebutuhan primer 

masyarakat Desa Kota Sungai Penuh. Selain itu masyarakat kota Sungai 

Penuh juga ada yang bekerja sebagai Abdi Negara minsalnya PNS, TNI, 

dan Polisi. 

2. Pendidikan  

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dalam 

diri individu, baik melalui jalur formal seperti sekolah dan universitas 

maupun nonformal seperti pelatihan dan pengalaman hidup. Pendidikan 

berperan penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, serta membuka peluang untuk kemajuan sosial dan 

ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, individu dapat berpikir kritis, 

berinovasi, serta berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan suatu 

bangsa. 

Kota Sungai Penuh adalah salah satu kota/kabupaten yang terletak 

di Provinsi Jambi. Di Kota Sungai Penuh terdapat banyak sekolah mulai 
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dari jenjang pendidikan dasar hingga tinggi.  tercatat ada 301 sekolah yang 

terletak di Kota Sungai Penuh, Jambi, dimana terdiri dari 103 (34,22%) 

sekolah milik pemerintah (Negeri) dan 198 (65,78%) milik swasta. Jika 

ditinjau dari status akreditasi, terdapat 29 (9,63%) sekolah sudah 

terakreditasi A, 94 (31,23%) sekolah terakreditasi B, 107 (35,55%) 

sekolah terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (23,59%). 

Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 22 (7,31%) sekolah di Kota 

Sungai Penuh, Jambi sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 18 

(5,98%) memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum 

tersertifikasi (86,71%).  

3. Sistem Agama dan Kepercayaan 

Sebagai daerah yang bermasyarakat, kehidupan yang beraneka 

ragam tentulah merupakan suatu fenomena yang dapat kita lihat pada 

masyarakat, Sitem kepercayaan dari masyarkat kota Sungai Penuh 

mayoritas beragama Islam dan beberapa minoritas menganut kepercayaan 

lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Agama dan kepercayaan kota Sungai Penuh 

No. Agama Jumlah(jiwa) 

1. Islam 9786 

2. Budha 96 

3. Hindu 3 

4. Kristen Katolik 96 

5. Kristen Protestan 130 
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Tabel 2. Rumah Ibadah Masyarakat Kota Sungai Penuh 

No Tempat Ibadah Jumlah 

1. Masjid 4 

2. Surau/Mushalla 15 

3. Pura - 

4. Gereja 1 

5. Kuil - 

 

4. Struktur Pemerintahan Kota Sungai Penuh 

Struktur pemerintahan adalah susunan atau sistem organisasi dalam 

suatu negara atau daerah yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, 

siapa yang menjalankan, dan bagaimana hubungan antara lembaga-

lembaga pemerintahan tersebut. 

Secara umum, struktur pemerintahan di Indonesia (termasuk di 

tingkat nasional maupun daerah) terbagi menjadi tiga kekuasaan utama 

yang dikenal dengan prinsip trias politica. 

Struktur pemerintahan Kota Sungai Penuh, yang berada di Provinsi 

Jambi, Indonesia, secara umum mengikuti struktur pemerintahan daerah 

yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 
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Penjelasan singkat tentang struktur organisasi pemerintahan Kota Sungai 

Penuh 

1. Rakyat 

Menurut KBBI, Rakyat adalah Penduduk suatu negara; orang 

kebanyakan; golongan yang bukan pemegang kekuasaan atau golongan atas. 

Secara umum rakyat merujuk pada seluruh warga Negara, terutama yang 

bukan dari bagian elite penguasa. 

Menurut pendapat ahli, Soedjatmoko. Rakyat adalah seluruh penduduk 

suatu negara yang secara aktif maupun pasif terlibat dalam pembangunan dan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Jadi, Rakyat adalah seluruh penduduk suatu negara yang menjadi 

bagian dari struktur sosial dan politik, serta memiliki peran dalam kehidupan 

bernegara, baik sebagai warga yang diatur maupun yang berpartisipasi aktif 

dalam pemerintahan dan pembangunan. 

2. Walikota  

Menurut KBBI, Walikota adalah kepala pemerintahan kota yang 

memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di tingkat kota. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pasal 1 Ayat (3): “Wali Kota adalah kepala daerah yang memimpin 

daerah kota dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum”. 
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3. DPRD 

Menurut KBBI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah 

lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (4): “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”. 

4. Perangkat Daerah 

Menurut KBBI, Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat 

daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan satuan polisi pamong praja. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (30) menyatakan: “Perangkat Daerah 

adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”. 

5. Kecamatan dan Kelurahan/Desa 

a) Menurut KBBI, Camat adalah kepala wilayah kecamatan, pejabat 

pemerintah kabupaten atau kota yang memimpin pelaksanaan tugas 

umum pemerintahan di tingkat kecamatan. Menurut Undang-Undang No. 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 221 Ayat (1): 

“Camat adalah pemimpin perangkat kecamatan yang bertanggung jawab 

kepada bupati atau wali kota”. Camat bertugas melaksanakan urusan 
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pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah yang 

dilimpahkan oleh bupati/wali kota. Camat adalah pegawai negeri sipil 

(PNS). 

b) Menurut KBBI, Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan di desa, 

yang dipilih oleh penduduk desa dan memimpin langsung 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (3): “Kepala Desa adalah pejabat 

Pemerintah Desa yang memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan pemerintahan desa dan diberi wewenang oleh rakyat 

melalui pemilihan”. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa. 

Masa jabatan: 6 tahun, dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa 

jabatan. 

c) Menurut KBBI, Lurah adalah kepala kelurahan, yang merupakan 

perangkat daerah di bawah kecamatan di wilayah kota. Menurut Undang-

Undang UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 

227: ”Lurah adalah perangkat daerah yang memimpin kelurahan dan 

diangkat oleh bupati/wali kota dari kalangan PNS”. Lurah bukan dipilih 

langsung oleh rakyat, melainkan diangkat oleh kepala daerah (bupati/wali 

kota). Bertugas menjalankan pelayanan administratif dan pemerintahan di 

tingkat kelurahan. 
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D. Penolakan kehadiran ojek online maxim oleh ojek pangkalan di Kota Sungai 

Penuh. 

Sebelum masuknya layanan ojek online seperti Maxim, sistem transportasi 

informal yang dominan di Kota Sungai Penuh adalah ojek pangkalan, yaitu 

layanan ojek tradisional yang beroperasi dari titik-titik tertentu yang telah mereka 

kuasai secara turun-temurun. Titik-titik strategis tersebut mencakup area dengan 

mobilitas tinggi seperti pasar tradisional, terminal angkutan umum, sekolah, 

rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. 

Para pengemudi ojek pangkalan biasanya membentuk komunitas atau 

kelompok kecil berdasarkan lokasi pangkalan masing-masing, yang secara tidak 

resmi memiliki aturan internal mengenai pembagian wilayah kerja, urutan giliran 

penumpang, dan solidaritas antar sesama tukang ojek. Sistem ini bersifat kultural 

dan berbasis kekeluargaan, di mana satu pangkalan tidak boleh mengambil 

penumpang di wilayah pangkalan lain, sebagai bentuk penghormatan terhadap 

“wilayah kekuasaan” masing-masing. 

Meskipun tidak diatur secara hukum formal, aturan-aturan ini sangat 

dihormati dan menjadi norma sosial yang kuat di antara para pelaku ojek 

pangkalan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap wilayah atau 

aturan tak tertulis tersebut sering kali menimbulkan ketegangan antar pangkalan, 

apalagi dengan kehadiran ojek online yang dianggap mengabaikan tatanan lokal 

yang sudah lama ada. 
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Namun, sejak tahun 2022, layanan ojek online Maxim mulai masuk dan 

secara bertahap memperluas jangkauan operasionalnya di Kota Sungai Penuh. 

Kehadiran Maxim dengan sistem aplikasi digital yang menawarkan tarif murah, 

kemudahan akses, dan pelayanan yang fleksibel, langsung menarik perhatian 

masyarakat sebagai alternatif transportasi yang efisien. 

Pertumbuhan jumlah pengemudi Maxim pun meningkat pesat dalam 

waktu singkat, termasuk dari kalangan warga lokal yang sebelumnya tidak 

bekerja sebagai tukang ojek. Hal ini memicu kekhawatiran dari para pengemudi 

ojek pangkalan yang merasa tersaingi dan kehilangan banyak pelanggan tetap 

mereka. 

Sebagai respon terhadap perubahan ini, para tukang ojek pangkalan mulai 

melakukan aksi penolakan secara terbuka terhadap keberadaan ojek online di 

wilayah-wilayah tertentu. Penolakan tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk 

keluhan, tetapi juga berkembang menjadi tindakan nyata di lapangan, seperti 

pelarangan tidak resmi bagi driver Maxim untuk mengambil penumpang di 

sekitar pangkalan tradisional. 

 Dalam beberapa kasus, terjadi ketegangan antara kedua belah pihak, yang 

bahkan mengarah pada intimidasi dan konfrontasi fisik. Konflik ini menjadi 

semakin kompleks karena belum adanya regulasi atau perlindungan hukum yang 

tegas dari pemerintah daerah terhadap aktivitas transportasi berbasis aplikasi di 

Kota Sungai Penuh. 
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Penolakan terhadap ojek online tidak hanya dilandasi oleh aspek ekonomi, 

tetapi juga oleh faktor sosial dan budaya lokal. Ojek pangkalan merasa bahwa 

keberadaan Maxim melanggar norma solidaritas dan keadilan sosial yang telah 

mereka bangun selama bertahun-tahun 

Selain itu, kurangnya regulasi yang jelas dari pemerintah daerah terkait 

keberadaan ojek online juga memperparah situasi, membuat konflik tidak dapat 

dimediasi secara efektif. Penolakan ini muncul dalam bentuk intimidasi, 

pelarangan beroperasi, dan aksi protes oleh komunitas ojek lokal. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Faktor-Faktor Penolakan Ojek Pangkalan Atas Kehadiran Ojek Online 

Maxim 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan ojek 

pangkalan, penolakan terhadap kehadiran ojek online dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan kultural. Faktor ekonomi 

menjadi yang paling dominan, di mana ojek pangkalan merasa tersaingi secara 

tidak adil oleh ojek online yang menerapkan sistem tarif murah dan promosi 

diskon yang sulit ditandingi. Salah satu informan yang berinisial S anggota 

organisasi ojek pangkalan PSPT menjelaskan bahwa  

“semenjak ado maxim pendapatan kamai sebagai tukang ojek 

pangkalan jauh nian merosot, biaso kamai dapat dari pagi sampai 

zuhur sekitar 100 ribu,tapi minin semenjak ado maxim,sampai 

sorepun kamai duduk dipangkalan dak sampai 100 ribu kamai dapat, 

paling sampai 60 ribu itu pun jarang” 

 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia. 

“Sejak kehadiran maxim pendapatan kami sebagai ojek pangkalan 

sangat jauh merosot, biasanya kami mangkal dari pagi hingga zuhur 

kami mendapatkan uang sekitar 100 ribu tetapi sekarang setelah ada 

maxim, sampai sore sekalipun kami duduk dipangkalan tidak sampai 

100 ribu pendapatan kami, palingan kami hanya mendapatkan 60 ribu 

itupun jarang.” 

 

Salah satu alasan penting lainnya yang muncul dalam penolakan ojek 

online oleh ojek pangkalan adalah rasa ketidakadilan dalam sistem kerja yang 
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dijalankan. Para pengemudi ojek pangkalan merasa bahwa mereka berada 

dalam posisi yang kurang menguntungkan karena harus menunggu 

penumpang secara langsung di pangkalan, tanpa kepastian kapan penumpang 

akan datang. 

 Sementara itu, ojek online cukup menunggu orderan masuk melalui 

aplikasi, di mana pun mereka berada, tanpa perlu menempati lokasi tertentu 

secara fisik. Perbedaan sistem ini menimbulkan persepsi bahwa ojek online 

memiliki keunggulan yang tidak adil dalam memperoleh penumpang. Salah 

satu Informan yang berinisial H anggota organisasi ojek PSPT juga 

menyampaikan keluh kesahnya  

“kami meraso jugo kalo ojek online nih dak adil,apolagi musim hujan. 

Kami lamo nunggu penumpang dipangkalan waktu hari 

hujan,sedangkan ojek online tinggal datang kerumah pelanggan karno 

lah dipesan dalam HP” 

 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia 

“kami merasa kalau ojek online tidak adil,apalagi pada saat musim 

hujan. Kami sudah lama menunggu penumpang dipangkalan saat hari 

hujan, sedangkan ojek online tinggal datang kerumah Karena sudah di 

order melalui handphone” 

 

Selain faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan rasa keadilan, penolakan 

terhadap kehadiran ojek online di Kota Sungai Penuh juga dilandasi oleh 

dasar historis berupa kesepakatan formal antarorganisasi ojek pangkalan, pada 

tahun 2013, sebanyak sembilan organisasi ojek yang beroperasi di wilayah 

tersebut telah bersepakat untuk tidak membuka atau menambah organisasi 

ojek baru dalam bentuk apapun. Kesepakatan ini dibuat sebagai bentuk 
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komitmen bersama dalam menjaga stabilitas persaingan, solidaritas antar 

pengemudi, serta pengaturan wilayah kerja yang adil. Salah satu pengurus 

Organisasi ojek pangkalan berinisial H beliau menjabat sebagai sekretaris 

umum organisasi ojek SPN yang saya temui menyatakan bahwa  

“Pada sekitar tahun 2013, 9 organisasi ojek yakni 

SPN,PSPT,POOK,IPDB,POHR,POKM,POKL,KPD,dan POSKER. 

Telah mencetuskan suatu keputusan bahwa organisasi ojek pangkalan 

telah sepakat di Kota Sungai Penuh tidak diperbolehkan membuat 

suatu organisasi ojek, 9 organisasi ojek tersebut tidak menerima 

kehadiran organisasi ojek baru,merujuk pada keputusan itu maka 

pada tahun 2024 organisasi pangkalan ojek tersebut sepakat untuk 

menolak kehadiran ojek online maxim, Alasan pertama dikarenakan 

wilayah Kota Sungai Penuh tidak mendukung atas kehadiran ojek 

online, Alasan kedua yaitu ojek pangkalan,pangkalannya saling 

berdekatan tidak terlalu jauh hanya dengan jarak 100 meter sudah 

ada pangkalan jadi jangan sampai menimbulkan keributan, yang 

ketiga dikarenakan ojek online berbasis android sedangkan 

kebanyakan anggota ojek pangkalan tidak memiliki hp android 

dikarenakan kebanyakan ojek pangkalan sudah masuk usia tua, 

terakhir narasumber menyampaikan jika benar ojek online tersebut 

ingin menjadi tukang ojek silahkan bergabung dengan ojek 

pangkalan,bukan dengan cara mendirikan organisasi baru agar tidak 

terjadi keributan’’ begitu yang disampaikan oleh narasumber. 

 

Aspek solidaritas juga menjadi faktor penting dalam penolakan ojek 

online oleh para pengemudi ojek pangkalan. Berdasarkan hasil wawancara, 

banyak pengemudi ojek pangkalan yang beranggapan bahwa sistem kerja ojek 

online cenderung individualistis dan kurang menjunjung nilai-nilai 

kebersamaan.  

Hal ini sangat berbeda dengan budaya solidaritas yang telah lama 

dibangun di kalangan ojek pangkalan. Di pangkalan, pengemudi bekerja 

dengan sistem nomor antrean, di mana setiap orang mendapatkan giliran 
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menarik penumpang secara adil. Sistem ini bukan hanya untuk menghindari 

persaingan tidak sehat, tetapi juga menjadi wujud kebersamaan dan rasa saling 

menghargai sesama rekan kerja. Seorang narasumber berinisial U dari 

organisasi ojek pangkalan menyampaikan  

”dalam ojek pangkalan ini kami menggunakan system antrian jadi 

semua dapat giliran,berbeda dengan ojek online yang hanya 

menunggu orderan,jadi ya tergantung pelanggan mau order siapa. 

Dan juga kami sesama anggota ojek pangkalan selain menjadi rekan 

kerja kami juga sudah merasa seperti keluarga. Kami selalu menjaga 

komunikasi sesama anggota ojek pangkalan.,ucap narasumber” 

 

Penolakan terhadap kehadiran ojek online juga tidak terlepas dari 

perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh ojek pangkalan terkait proses 

perjuangan yang telah mereka jalani sejak awal. Para pengemudi ojek 

pangkalan merasa bahwa mereka telah membangun eksistensi dan 

kepercayaan masyarakat melalui proses yang panjang dan tidak mudah.  

Mereka merintis dari bawah, mulai dari mencari pangkalan, 

membentuk organisasi, menetapkan aturan internal, hingga menjaga 

keamanan dan ketertiban wilayah operasional secara swadaya. Semua itu 

dilakukan tanpa dukungan teknologi atau sistem canggih, melainkan semata-

mata berdasarkan kerja keras dan kekompakan komunitas. Narasumber 

berinisial A dari organisasi ojek IPDB menyampaikan  

“kami dari ojek pangkalan, kalau untuk mobil angkutan online kami 

tidak terlalu mempersalahkan, yang kami permasalahkan adalah yang 

roda dua. Kalau untuk roda dua memang kami larang untuk 

beroperasi disekitaran sungai penuh. Dikarenakan ojek pangkalan ini 

merupakan ojek pangkalan pertama dan yang tertua, kami juga 
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merintis ojek pangkalan tidak semudah membalikkan telapak tangan 

tapi membutuhkan perjuangan.” 

 

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penolakan Ojek 

Pangkalan Atas Kehadiran Ojek Online Maxim 

Dalam hukum ekonomi syariah, penolakan terhadap ojek online 

maxim oleh ojek pangkalan dapat dianalisis dengan mengintegrasikan dua 

pendekatan utama: teori akad ijarah dan maqasid syariah khususnya hifz al-

mal (perlindungan harta). 

1). Perspektif akad ijarah 

Akad ijarah adalah kontrak jasa antara dua pihak dalam hal ini 

pengemudi ojek (baik pangkalan maupun online) sebagai pemberi jasa dan 

penumpang sebagai penerima jasa. 

Kehadiran ojek online seperti maxim memenuhi unsur ijarah: jasa 

antar, ujrah (bayaran), dan waktu, maka hubungan antara pengemudi online 

dan penumpang adalah akad yang sah secara syariah. 

Dalam ijarah, tidak diperbolehkan adanya intervensi dari pihak 

ketiga yang menganggu akad yang sah antara dua pihak. Penolakan yang 

menghalangi jasa ini bisa termasuk dalam kategori ghasab (merampas hak 

manfaat) 

Syariah mendorong persaingan sehat dan keterbukaan pasar (al-

munafasah al-mubahah), selama tidak mengandung penipuan, kedzaliman, 

atau eksploitasi. 
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2). Perspektif Maqasid Syariah 

Disisi lain, penolakan ojek pangkalan dapat dipahami sebagai 

bentuk perlindungan terhadap penghasilan dan stabilitas ekonomi mereka 

yang dalam maqasid syariah termasuk dalam kategori hifz-al mal Syariah 

memandang bahwa melindungi harta dan keberlangsungan nafkah 

masyarakat kecil adalah kewajiban terutama jika mereka tidak memiliki 

akses atau kemampuan untuk bersaing secara digital. 

Dalam konteks ini, penolakan ini buksn berarti anti akad ijarah, 

tetapi bentuk ihtiyat(kehati-hatian) atas ancaman ekonomi yang dianggap 

tidak adil atau eksploitatif. 

Kesimpulan dari dua perspektif diatas adalah bahwa pandangan 

hukum ekonomi syariah terhadap penolakan ojek pangkalan atas 

kehadiran ojek online maxim bersifat dualistik. Dari sisi akad ijarah, 

penolakan atas kontrak jasa yang sah adalah bentuk pelanggaran prinsip 

muamalah, Namun dari sisi maqasid syariah, penolakan yang dilakukan 

untuk menjaga ekonomi masyarakat lokal dapat dimaklumi selama tidak 

melanggar prinsip syariah lainnya, oleh karena itu, hukum ekonomi 

syariah mendorong terciptanya solusi adil melalui regulasi, perlindungan, 

dan musyawarah yang berpihak kepada kemaslahatan bersama. 

B. Pembahasan dan Analisis 



 

54 
 

Secara keseluruhan, penolakan ojek pangkalan terhadap kehadiran ojek 

online Maxim di Kota Sungai Penuh adalah refleksi dari dinamika ekonomi dan 

sosial yang membutuhkan pendekatan syariah secara komprehensif dan adil. 

Teori ijarah menegaskan bahwa selama kedua model usaha (konvensional 

maupun digital) menjalankan prinsip sewa jasa dengan syarat-syarat syar‟i, maka 

keduanya sah. Namun, keabsahan tersebut juga harus diiringi dengan upaya 

menjaga keseimbangan hak dan akses antar pelaku usaha. 

Dari sisi maqashid syariah, tidak ada pihak yang secara mutlak benar atau 

salah. Ojek online membawa manfaat besar bagi pengguna dan efisiensi ekonomi, 

namun keberadaan ojek pangkalan sebagai bagian dari ekonomi lokal dan sosial 

tidak boleh disingkirkan begitu saja. Maqashid menuntut hadirnya kebijakan dan 

solusi yang mendorong keadilan, stabilitas sosial, dan kesejahteraan bersama, 

bukan kompetisi destruktif. 

Maka, penyelesaian terbaik bukanlah mengutamakan salah satu pihak, 

melainkan mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan 

bersama. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha harus duduk 

bersama dalam forum dialogis berbasis syariah agar semua pihak merasa dihargai 

dan mendapat kesempatan yang adil dalam menjalankan aktivitas ekonominya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa penjelasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penolakan ojek pangkalan terhadap kehadiran ojek online Maxim di Kota 

Sungai Penuh menunjukkan bahwa mereka berusaha melindungi kemakmuran 

ekonomi mereka. Dengan mempertahankan pendapatan yang ada, pengemudi 

ojek pangkalan berjuang untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan 

komunitas mereka. Hal ini mencerminkan prinsip maqasid syariah Hifz- Al 

Mal (Pemeliharaan Harta),yang mengutamakan kemaslahatan dalam setiap 

praktik ekonomi. 

2. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakpuasan ojek pangkalan terhadap 

kondisi persaingan yang tidak adil menjadi salah satu faktor utama penolakan 

mereka. Ojek pangkalan merasa bahwa kehadiran ojek online telah 

menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi peluang ekonomi, yang 

berdampak negatif pada pendapatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk 

mengatur persaingan di sektor transportasi agar lebih adil dan berkelanjutan. 

3. Setiap pengemudi ojek pangkalan bertindak berdasarkan rasionalitas ekonomi 

individu, di mana mereka membuat keputusan untuk melindungi sumber 

pendapatan mereka. Penolakan terhadap ojek online bukan hanya sekadar 

reaksi emosional, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memastikan 
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kelangsungan hidup mereka dalam menghadapi ancaman yang ada. Ini 

menunjukkan bahwa pendekatan dalam mengelola sektor transportasi harus 

mempertimbangkan perspektif dan kepentingan semua pihak. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa poin yang perlu disarankan, 

poin-poin tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Diperlukan dialog yang 

konstruktif antara pengemudi ojek pangkalan dan ojek online untuk menciptakan 

kesepakatan yang saling menguntungkan. Melalui kolaborasi, kedua belah pihak 

dapat menemukan solusi yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan 

keadilan dalam industri. Kedua, Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan 

untuk mengimplementasikan regulasi yang lebih adil dalam sektor transportasi. 

Hal ini dapat mencakup kebijakan tarif yang transparan dan perlindungan bagi 

pengemudi ojek pangkalan, sehingga persaingan dapat berlangsung secara sehat. 

Ketiga, Penting untuk memberikan pendidikan dan pemahaman mengenai aspek 

hukum ekonomi syariah kepada pengemudi ojek pangkalan. Dengan pemahaman 

yang lebih baik, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih informasional 

dan strategis dalam menghadapi perubahan yang terjadi di industri transportasi. 

Kemudian saran bagi peneliti berikutnya yang mempunyai ketertarikan untuk 

melakukan penelitian dengan materi yang sejenis, hasil penelitian ini dapat di 

jadikan sebagai bahan acuan dan referensi pengembangan penelitian lanjutan 

tentunya dengan memperhatikan kelemahan dan keterbatasan penelitian ini. 
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Dalam penelitian selanjutnya, bisa dipertimbangkan untuk melakukan wawancara 

mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, 

pengguna layanan, dan asosiasi pengemudi. Ini akan memberikan perspektif yang 

lebih holistik mengenai isu yang diteliti. Menggunakan survei yang lebih 

terstruktur dapat membantu mengumpulkan data kuantitatif yang dapat dianalisis 

untuk menemukan pola atau tren dalam pendapat pengemudi ojek pangkalan dan 

ojek online.Penerapan teknik observasi partisipatif juga bisa memberikan 

wawasan yang lebih dalam tentang interaksi di lapangan, termasuk dinamika 

sosial yang terjadi antara pengemudi.Analisis studi kasus dari daerah lain yang 

mengalami situasi serupa dapat memberikan konteks tambahan dan 

memungkinkan perbandingan yang berguna untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi konflik dan resolusi.Dengan pendekatan yang lebih beragam ini, 

penelitian di masa depan dapat lebih efektif dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan kompleks yang muncul di sektor transportasi. 
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Lampiran 1 

DAFTAR WAWANCARA 

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap kehadiran ojek online maxim dikota sungai 

penuh? 

2. Apa alasan utama ojek pangkalan menolak kehadiran ojek online maxim 

diwilayah Kota Sungai Penuh? 

3. Bagiamana dampak kehadiran ojek online maxim terhadap pendapatan ojek 

pangkalan? 

4. Apakah ada upaya dari komunitas ojek pangkalan untuk beradaptasi dengan 

keberadaan ojek online? 

5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap konflik yang telah 

terjadi? 

6. Apa harapan anda untuk masa depan ojek pangkalan dikota sungai penuh? 

7. Apakah ada pesan yang ingin anda sampaikan kepada pemerintah atau pihak 

berwenang terkait masalah ini? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 2 

DAFTAR INFORMAN 

Nama Jabatan 

Afrianto Pengurus  Ojek Pangkalan 

Haryanto.,S.H Pengurus Ojek Pangkalan 

Untung Suropati.,S.Ap Pengurus Ojek Pangkalan 

Suratman Anggota 

Arya Anggota 

Hanafi Anggota 

Alparis Anggota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 3 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Wawancara dengan inisial H Pada hari Senin, 3 februari 2025 

  

Wawancara dengan inisial S Pada hari Rabu,12 februari 2025 

  

 

 

 

 



 

 
 

Wawancara dengan inisial A, Pada tanggal 24 Februari 2025 

                         

Wawancara dengan inisial A, Pada tanggal 4 Maret 2025 

                

Wawancara dengan inisial H Pada tanggal 12 Maret 2025 

 

 



 

 
 

      

Wawancara dengan Inisial U Pada Hari Rabu, 12 Februari 2025 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Informasi Diri  

Nama : Reflia Santika      

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 28 Desember 2003 

Agama  : Islam 

Alamat  : Pengasi Lama, Kec. Bukit Keman, Kab. Kerinci, Provinsi 

Jambi 

Email : refliasantika@gmail.com 

 

B. Pendidikan  

SD Negeri 124/III Pengasi Lama 2009– 2015 

SMP Negeri 13 Kerinci 2015 – 2018 

SMA Negeri 6 Kerinci 2018 – 2021 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci 2021-2025 

 

C. Nama Orang Tua 

Ayah  

Nama :  Darmadi 

Alamat : Pengasi Lama 

 

Ibu 

Nama : Jadaini 

Alamat : Pengasi Lama 

mailto:refliasantika@gmail.com

